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Abstract, In The Decision Number 465 / Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, efforts in legal settlement against victims of 

fraud committed by PT Grab Toko Indonesia have not been explicitly stipulated in the verdict. Despite this, legal 

protection can be seen through the judicial process that ensures that the defendant is sentenced according to the 

criminal offense he committed, based on the information and Electronic Transactions Law (UU ITE) which 

regulates criminal sanctions for online fraud perpetrators. This research was conducted by normative juridical 

method through literature study, with problem formulation, 1) What are the efforts in legal settlement that can be 

taken by victims to get compensation due to fraud committed by PT Grab Toko Indonesia? 2) How is the 

effectiveness of efforts to settle compensation for victims of PT Grab Toko Indonesia fraud in the perspective of 

legal justice?. The results of this study, efforts in legal settlement that can be taken by victims to obtain 

compensation due to fraud committed by PT Grab Toko Indonesia by filing a lawsuit through civil channels. Harm 

can also come from an unlawful act. Therefore, with the various legal settlement efforts contained in several laws 

and regulations, it is expected to accommodate and pay attention to the rights of the community, especially the 

victims and the Indonesian legal system in providing justice for victims of fraud has not been fully effective. Slow 

legal proceedings, high costs, and complicated procedures often hinder victims from getting redress. In fact, even 

if there is a court decision that punishes the perpetrator, the victim's right to compensation is not necessarily well 

realized. In addition, many victims face difficulties in concretely proving harm in court, which makes the legal 

process longer and more complicated. 
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Abstrak, Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, upaya dalam penyelesaian hukum terhadap para 

korban penipuan yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia belum secara eksplisit diatur dalam amar putusan. 

Meskipun demikian, perlindungan hukum dapat dilihat melalui proses peradilan yang memastikan bahwa 

terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penipuan online. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan, dengan rumusan masalah, 

1) Bagaimana upaya dalam penyelesaian hukum yang dapat ditempuh korban untuk mendapatkan ganti rugi akibat 

penipuan yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia? 2) Bagaimana keefektivitasan upaya penyelesaian ganti 

rugi korban tindak pidana penipuan PT Grab Toko Indonesia dalam perspektif keadilan hukum?. Hasil penelitian 

ini, Upaya dalam penyelesaian hukum yang dapat ditempuh korban untuk mendapatkan ganti rugi akibat penipuan 

yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia dengan mengajukan gugatan melalui jalur perdata. Kerugian juga 

dapat berasal dari suatu perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, dengan adanya berbagai upaya penyelesaian 

hukum yang terdapat dalam beberapa peraturan perundangan, diharapkan dapat mengakomodir dan 

memperhatikan hak-hak masyarakat, terlebih yang menjadi korban dan Sistem hukum Indonesia dalam 

memberikan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan belum sepenuhnya efektif. Proses hukum yang lambat, 

biaya tinggi, dan prosedur yang rumit sering kali menghambat korban dalam mendapatkan ganti rugi. Bahkan, 

meskipun terdapat keputusan pengadilan yang menghukum pelaku, hak korban atas ganti rugi belum tentu 

terealisasi dengan baik. Selain itu, banyak korban yang menghadapi kesulitan dalam membuktikan kerugian 

secara konkret di pengadilan, yang membuat proses hukum menjadi lebih panjang dan rumit. 

 

Kata Kunci: PT Grab Toko Indonesia, Tindak Pidana Penipuan, Upaya Penyelesaian Hukum 

 

1. PENDAHULUAN 

Peningkatan tindak pidana penipuan online di Indonesia, seiring dengan 

berkembangnya teknologi dan e-commerce, menyebabkan sekitar 130.000 korban. Penipuan 

ini melibatkan transaksi e-commerce yang tidak sesuai, investasi bodong, dan manipulasi 
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informasi. Hal ini menunjukkan pentingnya literasi digital dan penguatan regulasi untuk 

mengurangi kasus serupa (Fajar, 2024). 

Riset CfDS UGM terhadap 1.700 partisipan di 34 provinsi menunjukkan 66,6% pernah 

menjadi korban penipuan digital. Penipuan ini meliputi produk palsu, phishing, dan investasi 

fiktif. Penipuan hadiah, tautan, dan jual beli di Instagram adalah yang paling banyak terjadi, 

menandakan perlunya peningkatan kesadaran dan perlindungan konsumen (Yuli, 2023). 

Kasus penipuan online di Asia Tenggara, terutama judi online, meningkat signifikan, 

dengan transaksi di Indonesia mencapai Rp327,05 triliun pada 2023. Penipu menggunakan 

teknologi canggih untuk menyembunyikan aliran dana, mempersulit pelacakan. Pemerintah 

perlu meningkatkan edukasi dan regulasi, serta memperkuat penegakan hukum. Putusan terkait 

PT Grab Toko Indonesia tidak mengatur perlindungan korban secara jelas, menuntut 

mekanisme pemulihan kerugian finansial. Maraknya penipuan juga menurunkan kepercayaan 

publik terhadap transaksi digital, menghambat pertumbuhan e-commerce, yang membutuhkan 

langkah preventif lebih kuat dan pengawasan ketat (Muhammad Bintang, 2021). 

Tindakan bisnis yang tidak etis, seperti praktik penipuan serta penerapan harga yang 

tidak rasional, berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan di ranah e-

commerce. Kondisi ini muncul akibat regulasi yang mengatur perdagangan daring masih 

memiliki banyak celah, baik dari segi kejelasan maupun implementasi, sehingga sering kali 

sulit dipahami dan diterapkan secara efektif. Ketidakpastian dalam regulasi ini membuka 

peluang untuk pihak-pihak agar memanfaatkan kelemahan hukum demi keuntungan pribadi, 

yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen melalui praktik pemasaran yang menyesatkan 

serta merugikan pelaku usaha yang melakukan dengan jujur. Dengan demikian, diperlukan 

upaya perbaikan dalam kebijakan perdagangan digital, termasuk penguatan mekanisme 

pengawasan dan penegakan hukum, guna menciptakan ekosistem bisnis daring yang lebih 

transparan, adil, dan kompetitif (Marthen, 2024).  

Praktik penipuan dan harga tidak rasional dalam e-commerce menciptakan 

ketidakseimbangan persaingan, dipicu oleh regulasi yang tidak jelas. Penipuan menghambat 

bisnis kecil dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce. 

Peningkatan pemahaman teknologi dan keamanan digital diperlukan untuk mengurangi risiko. 

Dalam kasus PT Grab Toko Indonesia, korban penipuan tidak mendapatkan perlindungan 

hukum yang memadai, sementara anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dihadapkan 

pada sistem peradilan anak yang seharusnya mendidik. Putusan terhadap pelaku menunjukkan 

hukuman represif tanpa memperhatikan keadilan restoratif, meski uang hasil kejahatan 

dirampas untuk negara. 
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Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar 

hukum untuk menangani penipuan daring, namun efektivitasnya bergantung pada penegakan 

hukum yang konsisten. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen melindungi hak konsumen dan memberikan sanksi bagi 

pelaku penipuan. UU ITE mengatur penipuan melalui media elektronik, sementara UU 

Perlindungan Konsumen menjamin transaksi yang adil. Regulasi lain, seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, juga mengatur perdagangan elektronik dan kewajiban 

platform untuk menjaga keamanan transaksi. 

Tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana akan diperiksa dan dibawa ke 

pengadilan, yang memeriksa bukti-bukti terkait. Dalam Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN 

JKT.SEL, tersangka dinyatakan bersalah atas penipuan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 

Tahun 2019 mengatur transaksi elektronik dan kewajiban platform digital untuk menjamin 

keamanan transaksi dan menghindari penipuan, dengan pengawasan pemerintah dan kerja 

sama antara regulator, platform, dan konsumen. Korban penipuan online dapat mengajukan 

klaim ganti rugi selama proses pidana, dan hakim dapat memerintahkan restitusi kepada 

korban.  

Di samping itu, pihak yang menjadi korban tindak penipuan daring juga memiliki hak 

untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme perdata. Salah satu dasar hukumnya 

adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur 

mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang secara 

tidak sah menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan pelakunya untuk memberikan 

kompensasi atas dampak yang ditimbulkan. Dengan kata lain, korban dapat mengajukan 

gugatan perdata guna memperoleh pemulihan haknya dalam bentuk ganti rugi, baik yang 

bersifat materiil maupun immateriil. Langkah ini menjadi alternatif bagi korban yang ingin 

menempuh jalur hukum selain pidana, sehingga aspek keadilan dan pemulihan kerugian dapat 

lebih terakomodasi secara menyeluruh. Dalam konteks penipuan digital, korban berhak 

mengajukan gugatan terhadap pelaku untuk menuntut ganti rugi, baik dalam bentuk kerugian 

materiil maupun imateriil, sesuai dengan dampak yang mereka alami. Jalur perdata ini 

memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara hukum, terutama 

jika aspek pidana dalam kasus tersebut sulit dibuktikan atau tidak dapat sepenuhnya 

mengembalikan hak-hak korban. Namun, agar proses ini berjalan efektif, korban perlu 

memiliki bukti yang kuat, seperti riwayat transaksi, komunikasi dengan pelaku, serta 

dokumentasi lain yang dapat mendukung klaim mereka di pengadilan. Selain itu, peran advokat 
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dan lembaga perlindungan konsumen juga dapat membantu korban dalam memperjuangkan 

haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia (R. Subketi, 2012). 

Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL dinilai kurang memperhatikan hak 

korban, terutama terkait ganti rugi. Hakim lebih fokus pada hukuman pidana tanpa memastikan 

pemulihan finansial bagi korban. UU ITE sering digunakan dalam kasus penipuan online, tetapi 

penerapannya masih menimbulkan interpretasi beragam. Peneliti menyoroti perlunya revisi 

regulasi agar sistem peradilan lebih menyeimbangkan aspek pidana dan kompensasi korban. 

Penyelesaian penipuan online harus mencakup restitusi melalui jalur perdata dan perbaikan 

regulasi agar korban mendapat perlindungan hukum yang lebih baik. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dikenai sanksi sesuai peraturan 

yang berlaku. Istilah ini berasal dari strafbaar feit dalam hukum pidana Belanda dan delictum 

dalam bahasa Latin. Tujuannya menjaga ketertiban dan keadilan dengan memberikan kepastian 

hukum serta sanksi bagi pelanggar (Taofik, 2002). 

Penipuan adalah tindakan manipulatif untuk keuntungan pribadi dan diatur dalam Pasal 

378 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun. Dalam era digital, penipuan online juga 

diatur dalam UU ITE untuk melindungi masyarakat dari modus kejahatan elektronik. KUHP 

belum memberikan definisi resmi penipuan, namun unsur-unsurnya mencakup kebohongan, 

tipu muslihat, dan identitas palsu. Pasal 379a KUHP mengatur penipuan berulang, termasuk 

dalam transaksi kredit. Selain itu, tindakan seperti pemalsuan identitas pada karya seni atau 

sastra juga dapat dikategorikan sebagai penipuan jika memenuhi unsur pidana (Lamintang, 

1997). 

Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV KUHP dan mencakup berbagai bentuk 

penipuan. Unsur subjektif penipuan mencakup niat pelaku untuk memperoleh keuntungan 

secara tidak sah, menggunakan kebohongan, tipu muslihat, atau identitas palsu. Unsur objektif 

mencakup tindakan yang mempengaruhi korban untuk menyerahkan barang, memberi 

pinjaman, atau menghapuskan utang. Penipuan dapat terjadi melalui penyerahan benda atau 

penghapusan piutang, dengan tujuan menguntungkan pelaku atau pihak lain. Penipuan diatur 

dengan tujuan melindungi hak milik individu dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku. 

(Mubaraq, 2021) 
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3. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang 

mencakup pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan 

berfokus pada bahan hukum primer, yaitu peraturan terkait seperti Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

dan UU Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi 

kepustakaan, yang melibatkan identifikasi berbagai literatur seperti peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, serta sumber lain yang relevan dengan topik 

penelitian. Selain itu, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

bahan hukum primer juga digunakan, meliputi karya tulis, jurnal, artikel, surat kabar, dan 

informasi dari internet. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang 

bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan 

konteks penelitian. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Upaya dalam penyelesaian hukum yang dapat ditempuh korban untuk mendapatkan 

ganti rugi akibat penipuan yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia 

Perkembangan teknologi internet telah memudahkan perdagangan melalui platform 

digital, memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online tanpa pertemuan langsung. 

Hal ini memperluas jangkauan produk kepada konsumen dari berbagai tempat, mendorong 

pesatnya perkembangan perdagangan online karena fleksibilitas dan efisiensinya.  

Jual beli online adalah transaksi modern yang memanfaatkan teknologi, di mana 

kesepakatan antara penjual dan pembeli tetap sah dan mengikat sebagai perikatan hukum. 

Prosesnya mengikuti asas konsensualisme, mirip dengan transaksi konvensional, di mana 

penjual menawarkan barang dan pembeli menyetujui harga, menjadikannya sah sesuai hukum 

yang berlaku. (Sukarmi. 2019) 

Transaksi jual beli online tetap sah secara hukum meskipun pembeli dan penjual tidak 

bertemu langsung. Jika terjadi penipuan, hal ini dapat berakibat hukum pidana dan perdata. 

Masalah transaksi online diatur dalam Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2019 dan Pasal 18 UU ITE, 

yang meskipun tidak mengatur secara rinci hak dan kewajiban, tetap menjadi acuan 

penyelesaian sengketa. UU ITE menekankan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-

hatian, itikad baik, dan kebebasan berkontrak. (Putri, dkk 2022) 
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Ganti rugi adalah pemenuhan hak atau pengembalian kerugian yang diberikan kepada 

pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan pihak lain. Dalam kasus penipuan jual 

beli online, korban sering menuntut ganti rugi materiil, yakni pengembalian dana. Namun, 

terdapat perbedaan antara kompensasi (penggantian langsung kepada korban) dan restitusi 

(tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pidana). Korban juga bisa menuntut ganti rugi 

melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi korban 

penipuan daring diatur dalam UU ITE, yang mengatur penyebaran informasi bohong yang 

merugikan, serta menghubungkannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Pelaku usaha wajib melindungi hak konsumen, dan jika terjadi pelanggaran, konsumen dapat 

mengajukan pengaduan melalui BPSK. (Ksamawantara dkk. 2021) 

Berdasarkan deskripsi tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan 

terhadap tergugat kurang tepat karena hukuman yang diberikan tidak maksimal, mengingat 

banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Tindakannya melanggar Pasal 1 angka 1 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, diharapkan adanya 

jaminan hukum yang dapat memberikan kepastian, khususnya dalam melindungi hak-hak 

konsumen. UU Perlindungan Konsumen dibentuk untuk memperkuat posisi konsumen yang 

lebih lemah dibandingkan produsen, mendorong penjual untuk lebih bertanggung jawab, serta 

menjaga kepercayaan dalam transaksi elektronik. 

Penipuan dalam transaksi elektronik juga diatur dalam UU ITE, dan tindakan pidana 

penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP bisa dikenakan sanksi pidana. Kasus yang dibahas 

melibatkan platform Grab Toko Indonesia, yang diduga menyebarkan berita bohong dan 

merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga menyebabkan kerugian sekitar 

Rp195.723.400. Tindak pidana ini dihukum dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp800 

juta. (Marpaung, 1996) 

Namun, dalam putusan pengadilan, aspek pemulihan hak-hak korban, seperti ganti rugi, 

tidak mendapat perhatian yang cukup. Tidak ada mekanisme jelas bagi korban untuk 

mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Ganti rugi, yang umumnya diberikan 

dalam perkara perdata, diperlukan untuk memenuhi hak korban. Tanpa perlindungan yang 

memadai, korban akan mengalami kesulitan, terutama dengan proses pidana yang dapat 

menambah beban mereka.  

Selain itu, ganti rugi dalam hukum perdata juga mengacu pada Pasal 1365 KUH 

Perdata, yang mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti 

kerugian. Ganti rugi ini mencakup biaya, kerugian materi, dan bunga, yang harus diberikan 

oleh pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini, korban 
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harus menunggu putusan pidana sebelum mengajukan gugatan perdata, dan jika tergugat 

terbukti bersalah, ganti rugi harus langsung diberikan kepada korban. (Indrawan, 2022) 

Keefektivitasan upaya penyelesaian ganti rugi korban tindak pidana penipuan PT Grab 

Toko Indonesia dalam perspektif keadilan hukum 

Efektivitas berasal dari kata "efektif yang mengacu pada pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Dalam konteks ini, efektivitas mengacu pada 

kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau misi dengan 

lancar, tanpa adanya ketegangan atau hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya. Dengan 

demikian, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana tujuan atau sasaran 

yang telah ditetapkan dalam sistem hukum tercapai, sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya (Sabian, 2009). 

Menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan 

dari pembahasan tentang validitas hukum. Validitas hukum berkaitan dengan kekuatan 

mengikat norma-norma hukum, yang mengharuskan individu untuk bertindak sesuai dengan 

apa yang ditentukan oleh norma tersebut. Dengan kata lain, validitas hukum menegaskan 

bahwa norma-norma hukum memiliki kewajiban untuk dipatuhi dan diterapkan. Sementara itu, 

efektivitas hukum berhubungan dengan kenyataan bahwa individu benar-benar melaksanakan 

tindakan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, yakni bahwa norma-norma tersebut 

benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam praktik. Jadi, efektivitas hukum menunjukkan 

implementasi yang nyata dari validitas hukum dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan 

mewujudkan kepastian dan keadilan. Kepastian hukum mengharuskan adanya perumusan 

norma-norma hukum yang berlaku secara umum, yang berarti bahwa norma-norma tersebut 

harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan konsisten dan tegas. Oleh karena itu, hukum harus 

dapat dipahami dengan jelas oleh setiap warga negara, mengingat hukum terdiri dari kaedah-

kaedah yang ditetapkan untuk mengatur peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kini dan masa 

yang akan datang, serta kaedah-kaedah tersebut berlaku secara universal bagi seluruh 

masyarakat.  

Dengan demikian, selain tugas untuk menciptakan kepastian dan keadilan, hukum juga 

mengandung unsur kegunaan. Ini berarti setiap warga negara harus mengetahui dengan jelas 

apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang oleh hukum. Di samping itu, hukum harus 

melindungi kepentingan warga negara, memastikan bahwa mereka tidak dirugikan, dengan 

tetap mempertimbangkan batas-batas yang wajar dan adil dalam masyarakat. (Soerjono, 1997) 
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Kasus penipuan jelas merugikan korban, yang merasa tidak mendapatkan keadilan. 

Keadilan bukan hanya tentang hukuman bagi pelaku, tetapi juga tentang pemulihan hak korban, 

seperti pengembalian kerugian atau ganti rugi. Keadilan merupakan fungsi hukum untuk 

menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Adagium hukum iustitia fundamentum 

regnorum menekankan bahwa keadilan adalah nilai tertinggi dalam hukum. Teori keadilan 

John Rawls juga menyatakan bahwa kesetaraan dan kebaikan bagi masyarakat harus 

mempertimbangkan rasa keadilan bagi setiap individu, khususnya yang lemah. Oleh karena itu, 

mengabaikan posisi korban sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat disebut sebagai keadilan. 

(Nurlail dkk 2023) 

Keadilan sosial dalam Pancasila sila kelima menekankan perlindungan bagi seluruh 

rakyat, termasuk korban kejahatan. Dalam kriminologi, perhatian terhadap korban penting 

karena sistem peradilan pidana sering terfokus pada pelaku, korban dapat memberikan data 

yang membantu statistik kriminal, dan kesadaran berkembang untuk melibatkan korban 

kejahatan konvensional maupun non-konvensional, seperti kejahatan korporasi dan 

penyalahgunaan kekuasaan (Nasir, 2022). 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL 

menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 

1365 KUHPerdata, yang mengharuskan Terdakwa memberikan ganti rugi atas kerugian yang 

diderita korban akibat tindakannya. (Ramadhan, 2010) 

Perbuatan melawan hukum menyebabkan kewajiban bagi pelaku untuk menanggung 

kerugian yang timbul. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi materiil (kerugian yang 

dapat dihitung dengan uang) dan immateriil (kerugian non-materi, seperti penderitaan atau 

reputasi yang tercemar). Ganti rugi immateriil harus tetap wajar dan proporsional dengan 

dampak perbuatan melawan hukum tersebut. (Permata, 2024) 

Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadilan yang melindungi semua pihak. 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan 

seseorang dengan memberikan hak untuk bertindak demi kepentingannya. Perbuatan melawan 

hukum harus dipahami dengan prinsip keadilan, yang mencakup pemberian sanksi dan 

pemulihan status quo melalui kompensasi kepada korban. Teori ini menekankan keseimbangan 

antara hak individu dan kepentingan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hukum yang 

adil. (Mantili, 2019) 

Keefektivitasan penyelesaian ganti rugi bagi korban penipuan PT Grab Toko Indonesia 

bergantung pada kelancaran proses hukum, komitmen perusahaan, dan kebijakan perlindungan 

konsumen. Diperlukan perbaikan dalam penegakan hukum yang cepat dan adil, serta langkah 
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hukum yang memberikan kepastian hukum bagi korban. Pembentukan undang-undang yang 

tegas dan komprehensif sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama dalam 

transaksi elektronik, guna meningkatkan kepercayaan konsumen dalam pasar. (Fiscarina, dkk 

2022) 

Banyak materi dalam KUHP yang tidak relevan dengan kondisi saat ini, terutama 

terkait tindak pidana hukum konsumen. Pembaruan diperlukan dalam aspek pidana, 

pemidanaan, dan penyelesaian perkara. Perlindungan hukum konsumen menjadi kebutuhan 

mendesak untuk mendukung pembangunan nasional, dengan fokus pada regulasi yang efektif 

dan adil untuk melindungi hak-hak konsumen. 

 

5. KETERBATASAN DAN AGENDA PENELITIAN MENDATANG  

 Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas pada 

analisis upaya penyelesaian hukum bagi korban penipuan yang dilakukan oleh PT Grab Toko 

Indonesia melalui jalur perdata, serta efektivitas sistem hukum Indonesia dalam memberikan 

keadilan bagi korban. Penelitian ini belum mencakup analisis mendalam terhadap faktor-faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi proses hukum, seperti peran lembaga hukum lainnya atau 

kebijakan pemerintah terkait perlindungan korban. Selain itu, penelitian ini hanya 

mengandalkan data sekunder dari peraturan perundangan dan keputusan pengadilan yang ada, 

tanpa melibatkan data primer yang lebih konkret terkait pengalaman langsung korban dalam 

menghadapi proses hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat sepenuhnya 

mencerminkan gambaran keseluruhan terkait kendala dan solusi dalam penyelesaian hukum 

bagi korban penipuan di Indonesia. 

  

6. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian-urian tersebut sebelumnya maka skripsi ini disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Upaya dalam penyelesaian hukum yang dapat ditempuh korban untuk mendapatkan ganti 

rugi akibat penipuan yang dilakukan oleh PT Grab Toko Indonesia dengan mengajukan 

gugatan melalui jalur perdata. Korban tidak hanya harus dilindungi berdasarkan 

bagaimana perbuatan pidana itu diatur tetapi juga bagaimana tercapainya hak-hak korban 

setelahnya. Karena kerugian juga dapat berasal dari suatu perbuatan melawan hukum. 

Maka dari itu, dengan adanya berbagai upaya penyelesaian hukum yang terdapat dalam 

beberapa peraturan perundangan, diharapkan dapat mengakomodir dan memperhatikan 

hak-hak masyarakat, terlebih yang menjadi korban. Korban tidak hanya perlu dilindungi 
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berdasarkan bagaimana tindak pidana itu diatur, tetapi juga harus dipastikan bahwa 

setelah peristiwa tersebut, korban benar-benar terlindungi secara menyeluruh dan hak-

haknya dapat terpenuhi. Perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada penjatuhan 

sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban, baik secara fisik, 

psikologis, maupun materiil. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa korban 

mendapatkan kompensasi yang adil dan hak-haknya dipenuhi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, serta memastikan bahwa proses hukum memberikan rasa keadilan yang 

sesungguhnya bagi korban. 

2. Sistem hukum Indonesia dalam memberikan keadilan bagi korban tindak pidana 

penipuan belum sepenuhnya efektif. Proses hukum yang lambat, biaya tinggi, dan 

prosedur yang rumit sering kali menghambat korban dalam mendapatkan ganti rugi. 

Bahkan, meskipun terdapat keputusan pengadilan yang menghukum pelaku, hak korban 

atas ganti rugi belum tentu terealisasi dengan baik. Selain itu, banyak korban yang 

menghadapi kesulitan dalam membuktikan kerugian secara konkret di pengadilan, yang 

membuat proses hukum menjadi lebih panjang dan rumit. 
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